PERMASALAHAN BURUH MIGRAN
INDONESIA: KASUS TKW JAWA BARAT
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"To understand the reality of international migration and to be able to
advocate more effectively for migrant rights, it is essential that we take
full account of gender issues: not only the situation of migrant women,
but also the way that migration affects men and children and changes
relationships within the family (Mary Robinson, Direktur Eksekutif
UNHCHR).

Abstract

Indonesian Women Migrant Workers (tenaga kerja wanita/TKW) are mostly
found to fill the position of domestic helper (pembantu rumah tangga/PRT)
abroad. Various human right violations that occurred have shown the weak posi-
tion of TKW in relation with agent and employer. The violation occurred in pri-
vate space with lack of witness cause the difficulties in case handling, thus the
TKW is somehow like slaves in modern world. To create dependency of TKW
existence and fate from their employer's generosity, various efforts should be
taken to increase TKW's bargaining position. This paper reviews various pro-
blems of TKW, particularly those from West Java, and brings recommendation to
increase their bargaining position.
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Pendahuluan anggota keluarganya (Convention on

the Protection of the Rights of All Mi-
Konvensi PBB mengenai pembelaan  grant Workers and Members of Their
hak-hak semua pekerja migran dan Fami/ies)2 mendefinisikan pekerja

1 Staf pengajar di Universitas Katolik Parahyangan. Penulis bisa dihubungi melalui e-mail
sukedj@home.unpar.ac,id.

2 ‘“International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of
Their Families”. International Migration Review, Vol. 25, No. 4, Edisi khusus: U.N. International
Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families
(Musim Dingin, 1991, New York).
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migran sebagai: “seseorang yang ter-
libat dalam pekerjaan untuk menda-
patkan upah di negara yang bukan ne-
garanya sendiri”. Definisi lainnya me-
ngatakan bahwa: “Seorang pekerja
migran adalah seseorang yang secara
teratur bekerja jauh dari rumahnya,
jika memang mereka mempunyai ru-
mah” (A migrant worker is someone
who regularly works away from home,
ifthey even have a home).®

Pada era globalisasi, migrasi merupa-
kan sebuah proses yang wajar. Akan
tetapi, menjadi tidak wajar ketika da-
lam bermigrasi para TKW mengalami
berbagai jenis pelanggaran dan pe-
nyelewengan yang dilakukan oleh a-
gen, majikan, maupun aparat peme-
rintah. Berbagai faktor pendorong
dan penarik meningkatnya arus mi-
grasi juga merupakan hukum ekono-
mi yang wajar jika prosesnya dilalui
berdasarkan kriteria yang dibutuh-
kan. Persoalan muncul ketika tenaga
kerja dari negara pengirim bermigrasi
secara ilegal dan/atau tanpa keahlian
serta tanpa persiapan yang diperlu-
kan. Dalam konteks ini, muncullah
dua macam migrasi, yaitu yang legal

(resmi) dan ilegal (gelap). Status ge-
lap inilah yang kemudian menyebab-
kan pekerja migran sangat rentan
mengalami permasalahan sosial-psi-
kologis. Berbagai pelanggaran hak
asasi manusia muncul sebagai akibat
dari proses ini, bahkan terjadi mis-
treatment dengan frekuensi yang se-
makin meningkat. Dalam situasi yang
melibatkan penipuan, kekerasan, pe-
maksaan, utang, dan eksploitasi ber-
lebihan, baik dalam proses perekrut-
an maupun di lokasi kerja, para wani-
ta sering kali mengalami yang disebut
mengarah pada perdagangan manu-
sia (human trafficking). 4

Undang-undang ketenagakerjaan
dan berbagai peraturan pemerintah
belum berhasil mengatasi masalah-
masalah yang dihadapi oleh TKW.
Rendahnya posisi tawar yang dimiliki
TKW menyebabkan semakin banyak-
nya penipuan, penganiayaan, pele-
cehan seksual, pemerkosaan, bahkan
dalam beberapa kasus, kematian,
yang dialami oleh TKW. Tulisan ini a-
kan menjawab pertanyaan-pertanya-
an seperti: “Apa faktor-faktor penye-
bab banyaknya terjadi pelanggaran

3 Lihat “The Global Campaign for Ratification of the Convention on Rights of Migrants” di: http://www.
migrantsrights.org/, diakses tanggal 30 Januari 2008.

4 Noeleen Heyzer. (2002). Combating Trafficking in Women and Childrean, United Nations Develop-
ment Fund For Women, lihat di www.hawaii.edu/global/projects_activities/Trafficking/Noeleen.pdf,

diakses 30 Januari 2008. Lihat juga di Migrant Workers, Trafficking & Forced Labor, http://hrw.org/
doc/?t=migrants_forced_labor, diakses 24 November 2007.
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dalam berbagai tahap penyelenggara-
an mulai dari perekrutan, pembe-
rangkatan, pelatihan, kondisi kerja,
pengakhiran kontrak kerja, sampai
proses pemulangan ke daerah asal.”
Pertanyaan selanjutnya adalah: “Apa
yang harus dilakukan untuk memini-
malisasi pelanggaran-pelanggaran
tersebut?” Tulisan ini berfokus pada
TKW asal Jawa Barat, mengingat pro-
vinsi ini merupakan salah satu pema-
sok terbesar TKW. Alasan lainnya ada-
lah banyaknya TKW asal Jawa Barat
khususnya dengan tujuan Arab Saudi,
mengingat terdapatnya kedekatan
psikologis dan agama Islam yang di-
peluk oleh mayoritas penduduk. Ma-
laysia menjadi pilihan berikutnya de-
ngan alasan kedekatan geografis, ke-
samaan budaya, bahasa, dan agama.
Metoda penelitian yang dipakai selain
studi pustaka juga wawancara dengan
sejumlah TKW yang sudah kembali ke
daerah asal (Garut, Indramayu, dan
Bandung).

Globalisasi Ekonomi dan Mening-
katnya Permintaan terhadap Bu-
ruh Migran

Globalisasi dapat digambarkan seba-
gai sebuah proses penyatuan dunia ke

dalam satu masyarakat. Proses ini
meliputi bidang ekonomi, teknologi?
sosial-budaya, dan kekuatan politik.
Proses globalisasi ekonomi diukur o
leh derasnya arus perdagangan ba-
rang dan jasa, perpindahan modal,
teknologi dan jaringan transportasi,
serta pertukaran informasi yang ber-
gerak bebas ke seluruh dunia seiring
dengan meleburnya batas-batas ne-
gara. Fenomena yang tidak kalah pen-
tingnya adalah globalisasi tenaga ker-
ja dan arus migrasi, baik ke dalam
maupun ke luar negeri. Tenaga kerja
berpindah antarnegara, sehingga ter-
jadi fenomena pergerakan penduduk
dunia meninggalkan tanah airnya me-
nuju negara lain yang menawarkan
pekerjaan dengan upah lebih tinggi.
Di wilayah Asia saja, pada 1994, tena-
ga kerja asing (sesama Asia) yang
mengisi sektor-sektor ekonomi men-
capai jutaan orang. Jumlah terbanyak
datang dari Indonesia (800 ribu), dii-
kuti Filipina (600 ribu), Bangladesh
(400 ribu), dan Thailand (sekitar 400
ribu).®

Setiap tahun, jutaan pekerja dari Asia
Selatan maupun Asia Tenggara bermi-
grasi ke Asia Timur dan Timur Tengah.
Arus migrasi tenaga kerja ini diperki-
rakan akan terus meningkat setiap ta-

5 http://en.wikipedia.org/wiki/Globalization, diakses tanggal 8 Januari 2008.

6 Newsweek, 17 Oktober 1994.

JURNAL ANALISIS SOSIAL VOL 13 NO. 1 JUNI 2008

93



hunnya sejalan dengan melonggarnya
hambatan-hambatan resmi migrasi di
negara-negara yang tergabung dalam
World Trade Organisation (WTO). Me-
lonjaknya arus migrasi ini merupakan
akibat perbedaan tingkat kemakmur-
an antara negara maju dan berkem-
bang, sehingga terjadi pembangunan
ekonomi yang tinggi di negara maju
dan mendorong upah dan kondisi ling-
kungan kerja ke taraf yang lebih ting-
gi. Percepatan pembangunan ekono-
mi di negara maju kemudian mening-
katkan kebutuhan akan tenaga kerja
dalam jumlah tertentu.
permintaan terhadap tenaga kerja
terlatih di negara maju dipenuhi dari
negara maju lainnya, sedangkan per-
mintaan akan tenaga kerja tidak ter-
latih “terpaksa” didatangkan dari ne-
gara berkembang. Pekerja dari nega-
ra-negara maju sendiri sering kali ti-
dak tertarik dengan pekerjaan yang
menurut kategori mereka bergaji ren-
dah.

Umumnya,

Sementara itu, kesulitan ekonomi,
sempitnya lapangan pekerjaan, dan
rendahnya upah di negara berkem-
bang mendorong penduduk mengadu

nasib ke negara maju, meskipun tan-
pa bekal keahlian, pelatihan, dan do-
kumen yang memadai. Sebagian be-
sar pekerja migran dari negara ber-
kembang terdorong oleh upah yang
relatif lebih tinggi dibanding upah
yang diterima di negara asal. Namun,
sebagian dari pekerja migran ada
yang termotivasi oleh alasan lain, se-
perti keagamaan (pergi haji, umroh),
khususnya untuk tujuan Arab Saudi.”

Dalam arus migrasi ini terdapat feno-
mena lain yang disebut “feminisme
migrasi,” yaitu migrasi yang semakin
didominasi perempuan.® Ambruknya
sistem ekonomi lokal menyebabkan
banyak perempuan diekspor ke tem-
pat-tempat kerja global guna mencari
penghidupan. Situasi ini akan sema-
kin menjadi-jadi di negara-negara
yang mengalami krisis ekonomi parah
serta negara-negara yang mengalami
konflik dan perpecahan. Dalam kon-
teks Indonesia, feminisme migrasi ini
terjadi dalam bentuk pengiriman TKW
besar-besaran antara lain ke Hong-
kong, Arab Saudi, Malaysia, dan Si-
ngapura.9 Hampir Setengah dari kese-

7 Disarikan dari wawancara dengan mantan TKW di Garut, Indramayu, dan Bandung, Desember

2007.

8 Jorgen Carling, “Gender Dimension of International Migration”, Global Migration Perspectives, No
35, Mei 2005. Lihat Global Commission on International Migration di: http://www.gcim.org/mm/File/

GMP%20N0%2035.pdf.

9 Di Singapura (2002) terdapat sekitar 450 ribu pekerja migran. Dari jumlah tersebut, lebih dari 140
ribu bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Pembantu rumah tangga yang berasal dari Indonesia
diperkirakan mencapai 60 ribu orang, selebihnya berasal dari Filipina, India, Sri Lanka, dan Burma.

Lihat Laporan ELSAM, 2002.
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luruhan jumlah pekerja migran inter-
nasional adalah perempuan.

Menjadi TKW menjanjikan kesempat-
an baru dan telah memberikan sum-
bangan ekonomi yang luar biasa. Se-
banyak USD167 juta telah dikirimkan
dari negara maju ke negara berkem-
bang pada 2005. Jumlah ini menyum-
bangkan devisa yang besar, bahkan
lebih banyak, daripada jumlah ban-
tuan luar negeri. Kebanyakan dana ki-
riman dari para TKW tersebut lang-
sung dinikmati oleh keluarga-keluar-
ga miskin. Akan tetapi, harga kema-
nusiaan yang harus dibayar juga sa-
ngat tinggi. Tidak mencukupinya upa-
ya pemantauan proses perekrutan di-
tambah dengan undang-undang kete-
nagakerjaan yang sifatnya dikrimina-
tif, kebijakan imigrasi yang bersifat
kriminal, dan sikap apatis pemerin-
tah, menyebabkan munculnya lingku-
ngan yang terus-menerus melanggar
hak-hak tenaga kerja wanita.

Kombinasi berbagai faktor penarik
dan pendorong di atas berkontribusi
terhadap meningkatnya jumlah pe-
kerja domestik perempuan. Negara-
negara industri yang mengalami per-
tumbuhan ekonomi yang pesat di Asia

Timur dan negara-negara kaya peng-
hasil minyak di Timur Tengah tergan-
tung pada pasokan TKW untuk peker-
jaan-pekerjaan yang berupah rendah,
tenaga kasar, dan kondisi kerja yang
memprihatinkan. Adanya PRT di da-
lam rumah tangga memungkinkan
para perempuan di negara-negara
penerima memfokuskan perhatian
pada pekerjaan di luar rumah sambil
menimpakan tanggung jawab me-
ngatur rumah tangga kepada para pe-
kerja domestik. Perubahan gender di
negara-negara ini memungkinkan pa-
ra perempuan untuk terlibat aktif me-
ngisi lapangan pekerjaan di luar ru-
mah dalam berbagai sektor industri
dan jasa. Keberadaan para pekerja
domestik ini membantu membebas-
kan perempuan-perempuan golongan
menengah untuk bekerja, sehingga
meningkatkan kebutuhan terhadap
PRT.™

Untuk TKW dari Indonesia, pilihan
menjadi PRT memiliki risiko sosial
yang tinggi. Akan tetapi, hal itu tam-
paknya menjadi pilihan satu-satunya
untuk membantu dirinya sendiri dan
meningkatkan status ekonomi keluar-
ganya."" Kemiskinan di desa-desa dan
kota di Indonesia meningkat, teruta-

10 Maruja Asis, “Asian Women Migrants: Going the Distance, But Not Far Enough, Migration Informa-
tion Source”, Maret 2003, lihat di: http://www.migrationinformation.org/Feature/display.cfm?ID=103,

diakses tanggal 30 Januari 2008.

11 Syarif Muhidin, M. Fadhil Nurdin, dan Teti Asiati Gunawan (2003), “Kajian Masalah Tenaga Kerja In-
donesia (TKI) Asal Jawa Barat di Saudi Arabia dan Hongkong Sebagai Bahan Penyusunan PER-
DA”, Lembaga Penelitian Universitas Langlangbuana, Bandung.
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ma pascakrisis moneter tahun 1997,
beserta segala dampak sosial dan
ekonomi yang ditambah lagi dengan
kebijakan pemerintah menaikkan
harga bahan bakar minyak beberapa
kali sejak 1997. Kemiskinan semakin
meningkat setelah terjadi kegagalan
dalam program-program pemba-
ngunan lain, sehingga menyebabkan
kondisi ekonomi Indonesia semakin
terpuruk yang disertai dengan keru-
sakan sektor pertanian sehingga me-
nyebabkan pekerjaan di sektor perta-
nian tidak menarik secara ekonomi.
Minimnya lapangan kerja di dalam ne-
geri juga mendorong meningkatnya
jumlah TKW menjadi PRT. Untuk Indo-
nesia, aktivitas ekspor TKW telah
menjadi strategi yang semakin pen-
ting untuk menanggulangi pengang-
guran, meningkatkan devisa, dan me-
numbuhkan ekonomi. Hasilnya, pen-
dapatan negara telah meningkat se-
lama 3 dekade terakhir dan Bank Du-
nia telah memperkirakan bahwa para
pekerja migran dari negara berkem-
bang telah mengirimkan sebanyak
USD167 miliar ke rumah pada 2005.
Sesuai laporan dari Dana Moneter In-
ternasional, untuk kebanyakan nega-
ra berkembang, pendapatan dari de-

visa TKW ini menjadi sumber penting
devisa negara, meningkatkan penda-
patan ekspor, meningkatkan Foreign
Direct Investment (FDI), dan me-
ningkatkan arus modal individual

Meskipun TKW telah meningkatkan
perekonomian bagi negara pengirim
maupun negara penerima—selain
mendapatkan keuntungan ekonomi
dan kemakmuran melalui pajak dan
devisa—pemerintah gagal menjamin
dan memberikan perlindungan hak
asasi manusia yang mendasar. Para
TKW mengalami berbagai eksploitasi
dan penganiayaan pada setiap tahap-
an dari lingkaran migrasi yang mereka
lewati.’ Agen-agen penyedia jasa PRT
yang terlibat dalam proses perekrutan
dan dalam penyelenggaraan pelatih-
an telah memberlakukan ongkos yang
terlalu tinggi, selain memberikan in-
formasi yang menyesatkan atau tidak
lengkap mengenai kondisi kerja. Para
calon TKW mengalami perlakuan yang
tidak wajar dan penyiksaan pada pe-
latihan dan sebelum keberangkatan.
Bahkan setelah tiba di negara tujuan
pun sering kali menjadi subjek dari
peraturan dan prosedur imigrasi yang
sangat diskriminatif. Para TKW keba-

12 Judy Dempsey, A World Bank report recommends a fresh look at migrant workers, International

Herald Tribune, 17 Januari 2007, lihat di :

remit.php, diakses tanggal 4 Februari 2008.

http://www.iht.com/articles/2007/01/17/business/

13 Disarikan dari hasil wawancara dengan sejumlah mantan TKW di Bandung, Garut, dan Indramayu,

Desember 2007.
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nyakan juga mendapatkan majikan
yang sangat mengeksploitasi dan me-
ngambil manfaat dari kondisi yang ti-
dak menguntungkan. Sekembalinya
dari masa kerja, mereka banyak yang
mengalami pemerasan di
dan di perjalanan pulang ke daerah a-
salnya.

bandara

Banyak TKW yang diwawancarai yang
mengalami nasib baik. Mereka men-
dapat majikan yang bertanggung ja-
wab dan memperlakukan mereka de-
ngan baik, membayar jasa yang telah
mereka keluarkan secara teratur, dan
menjamin pekerja mendapatkan kon-
disi kerja yang memadai. Para pekerja
seperti inilah yang sering kali menye-
barkan persepsi di dalam negeri me-
ngenai enak dan senangnya bekerja di
luar negeri* Sayang sekali, mene-
mukan majikan yang baik hati lebih
banyak sebuah keberuntungan ketim-
bang jaminan kepastian. Mereka yang
tidak terlalu beruntung akan merasa
terperangkap di dalam situasi dan
kondisi yang sifatnya eskploitatif de-
ngan hanya sedikit pilihan untuk
keluar dari permasalahan.

Di dalam lingkungan kerja, TKW
sering kali diisolasi dari pergaulan dan
mengalami pelanggaran hak-hak so-

sial dan budaya. Ada beberapa faktor
yang menyebabkan TKW mengalami
isolasi, yakni tekanan ekonomi, akses
terbatas untuk mendapatkan ban-
tuan, dan tidak berhasilnya mereka
menemukan jalan keluar dari kondisi
yang sangat menyiksa. Sebelum mu-
lai bekerja mereka sudah terjerat u-
tang, dan umumnya mengalami pe-
motongan gaji dan pendapatan apabi-
la mereka berupaya untuk mengganti
majikan atau jika mereka kembali ke
negaranya sebelum menyelesaikan
kontrak kerja.'® Karena izin kerja teri-
kat pada masing-masing majikan se-
perti dalam kasus TKW di Arab Saudi,
maka meninggalkan atau kehilangan
pekerjaan yang satu berarti mereka
harus mengalami repatriasi segera.
Kebanyakan majikan menyimpan
paspor dan izin kerja, yang berarti
bahwa jika TKW mengalami situasi
yang abusif, misalnya melarikan diri,
maka mereka dapat dipenjara dan di-
pulangkan oleh petugas imigrasi. Ma-
jikan juga umumnya membatasi para
buruh migran berbicara dengan te-
tangga atau meninggalkan rumah
sendirian. Pengisolasian ditambah de-
ngan rasa putus asa yang dialami oleh
pekerja sering kali menjadi penyebab
meningkatnya jumlah pekerja yang
bunuh diri.

14 Disarikan dari wawancara dengan mantan TKW di Jawa Barat, Desember 2008.
15 Eddy Soppandi, 2003, “Selayang Pandang Profil Tenaga Kerja Indonesia di Hongkong,” dalam So-
siohumaniora, Universitas Langlangbuana, Vol.V, No.1, Bandung.
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Selain dari hasil wawancara langsung,
pengalaman-pengalaman yang tidak
menyenangkan dari para TKW juga di-
ungkapkan dalam laporan Human
Rights Watch.!® Berbagai laporan yang
dipublikasikan telah menjadi saksi
mengenai perlu dilakukannya
berbagai upaya untuk menekan pe-
merintah, masyarakat internasional,
masyarakat sipil, dan negara-negara
donor untuk memprioritaskan pem-
belaan kepada para pekerja domestik
migran mengenai kebebasan hak-hak
yang harus mereka nikmati.

Kompleksitas Permasalahan TKW

Masalah yang dihadapi TKW bersifat
kompleks dan terkait satu sama lain.
TKW umumnya menjalankan kontrak
kerja dua tahun sebagai PRT. Meski-
pun sistem perbudakan telah lama di-
hapuskan dengan diberlakukannya
DUHAM 1948, fenomena TKW ini
mewakili kondisi “perbudakan di za-
man modern”. Di daerah asalnya, para
TKW ini sering kali terlibat dalam je-
ratan utang yang besar kepada peru-
sahaan pengerah tenaga kerja yang
sering kali menipu mereka tentang

kondisi kerja dan sering kali meminta
bayaran yang jauh lebih tinggi dari-
pada yang diperlukan untuk memper-
oleh pekerjaan. Undang-undang kete-
nagakerjaan di Indonesia tidak cukup
menyediakan rambu-rambu untuk
praktik perekrutan tenaga kerja. Se-
lain itu, PRT tidak termasuk kategori
kerja formal, sehingga muncul peno-
lakan memberikan perlindungan se-
perti kepastian memperoleh gaji mini-
mum, batasan waktu bekerja, dan
hak cuti atau berlibur. Hal-hal inilah
yang mematangkan eksploitasi terha-
dap pekerija.

TKW yang memiliki utang dipaksa un-
tuk bekerja dalam jam kerja yang
panjang (lebih dari 12 jam perhari),
dengan upah minim selama kurang le-
bih tujuh bulan pertama bekerja. De-
ngan kondisi demikian, banyak tena-
ga kerja migran berisiko mengalami
tindakan-tindakan pelanggaran kare-
na kebijakan imigrasi yang mencekik
status legal dari para pekerja migran
terhadap majikan. Sistem perolehan
visa melalui sponsor calon majikan,
yang umum diterapkan di Asia dan Ti-
mur Tengah, membuat pekerja tidak
mungkin untuk berganti majikan atau

16 Laporan Human Rights Watch, lihat di: http://www.hrw.org/women/labor/html, diakses tanggal 30

Januari 2008.

17 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), dideklarasikan pada tanggal 10 Desember 1948,
menjamin hak-hak dan kebebasan individu. Lihat di: http://www.un.org/Overview/rights.html, diak-

ses tanggal 30 Januari 2008.
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bahkan untuk meninggalkan negara
tempatnya bekerja tanpa izin dari ma-
jikan. Melarikan diri dari kondisi kerja
yang sangat menyiksa ini berarti kehi-
langan status legal selain berisiko un-
tuk ditangkap polisi, ditahan, dikenai
denda, dan di negara-negara Timur
Tengah bahkan bisa dipenjarakan dan
dicambuk.

Dalam hal kondisi kerja, TKW meng-
hadapi dua musuh, yakni agen dan
majikan, karena masing-masing me-
lakukan berbagai pelanggaran. Di ba-
wah ini beberapa pelanggaran HAM
dan hak pekerja yang dihadapi TKW,
mulai dari perekrutan, pengiriman,
pelatihan, penempatan, dan pemula-
ngan.

a.Pelanggaran selama Perekrut-
an dan Pelatihan
Agen memegang peranan penting
dalam menangani perselisihan an-
tara majikan dengan pekerja. Tidak
adanya peraturan dan perhatian
pemerintah menyebabkan agen
berpengaruh luar biasa besar da-
lam menentukan nasib para TKW.
Dalam banyak kasus, agen-agen
tenaga kerja mengatur kondisi pe-
kerja, termasuk jumlah gaji dan ha-
ri libur. Para TKW ini merupakan
subjek penipuan dan penyalahgu-
naan oleh agen-agen tenaga kerja
di negara asal dan di negara pene-
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rima.

Agen sering kali memberikan infor-
masi yang tidak lengkap mengenai
kondisi kerja, selain menentukan
biaya perekrutan dan pelatihan
yang mencekik leher para calon
TKW. Biaya-biaya tersebut akan di-
perhitungkan sebagai utang yang
akan dibayar kemudian dengan pe-
motongan sebagian besar gaji sela-
ma jangka waktu tertentu. Praktik
ini diterapkan untuk TKW yang be-
kerja di Hongkong, Taiwan, Singa-
pura, dan Malaysia. TKW yang be-
kerja di negara-negara Timur Te-
ngah harus membayar sejumlah
uang muka kepada agen setempat.
Agen memberi pinjaman yang di-
kembalikan dengan bunga tinggi
yang kadang-kadang sampai
100%. Karena berkepentingan
mendapatkan untung dari investasi
yang telah dikeluarkan, agen sering
kali gagal melindungi para pekerja
dari tindakan-tindakan merugikan
yang dilakukan majikan. Kadang-
kala agen secara langsung bertang-
gung jawab terhadap terjadinya pe-
ristiwa-peristiwa penyiksaan.
Negara-negara pengirim TKW se-
perti Filipina dan Sri Lanka telah
memiliki kerangka peraturan untuk
memonitor arus migrasi. Para TKW
dari negara-negara ini cenderung
menghadapi lebih banyak pelang-
garan jika mereka berangkat ke ne-
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gara tujuan melalui agen-agen ti-
dak resmi selain yang terdaftar pa-
da Departemen Tenaga Kerja. Di
Indonesia terdapat lebih dari 400
agen resmi dan tidak terhitung
jumlah agen yang tidak resmi. Ti-
dak adanya pengawasan pemerin-
tah, korupsi di berbagai lini pela-
yanan publik, dan struktur birokra-
si yang berbelit-belit dalam pere-
krutan tenaga kerja, menyebabkan
meningkatnya risiko eksploitasi
terhadap TKW.

Calon TKW biasanya melakukan
kontak pertama dengan agen lokal
yang merekrut dari daerah asal. Pa-
ra pencari tenaga kerja ini biasanya
tidak menerima gaji yang teratur,
tetapi bekerja berdasarkan komisi
yang akan didapatkan dari bebera-
pa agen ilegal. Sistem semacam ini
meningkatkan kemungkinan calon
TKW merasa bahwa mereka sedang
ditangani melalui jalur resmi, se-
hingga tidak mengetahui telah me-
nerima dokumen-dokumen perja-
lanan palsu. Bermigrasi secara ile-
gal biasanya menempatkan TKW
pada risiko tinggi ketika berhadap-
an dengan berbagai penyelewe-
ngan di dalam semua tahapan mi-
grasi yang mempersulit penanggu-
langan masalah. Meskipun para
TKW yang bekerja sebagai PRT di
Asia melewati jalur resmi dan tidak
perlu membayar uang muka pere-

krutan tetapi melalui pemotongan
gaji, pada umumnya agen meminta
bayaran relatif besar dari calon
TKW.

Agen juga umumnya tidak memberi
informasi lengkap kepada calon
TKW mengenai kondisi kerja dan
hak-hak mereka. Kebanyakan TKW
mengatakan bahwa mereka telah
menandatangani kontrak, tetapi ti-
dak pernah menerima salinan un-
tuk disimpan. Mereka juga tidak
pernah mendapatkan informasi
lengkap mengenai kondisi-kondisi
di dalam kontrak atau berkesem-
patan untuk bertanya. Isi kontrak
kebanyakan berisi dua tahun kon-
trak kerja, tetapi umumnya tidak
memuat klausul yang rinci menge-
nai jenis pekerjaan, termasuk be-
ban kerja dan tipe pekerjaan. Jum-
lah jam kerja, uang lembur untuk
kelebihan jam kerja, dan waktu cuti
juga tidak termasuk dalam kontrak.

b. Pelanggaran-pelanggaran se-

belum Keberangkatan

Selama masa pelatihan, para
calon TKW sering kali mengalami
penyik-saan fisik, pengancaman,
pembe-rian tugas/pekerjaan yang
ilegal a-tau berbahaya, dan
penolakan un-tuk memindahkan
TKW dari situasi kerja yang
merugikan. Para TKW di Malaysia
dan Singapura mengata-kan
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bahwa agen bukannya menginfor-
masikan cara-cara memperoleh
bantuan jika menghadapi pele-
cehan seksual, pemerkosaan, pe-
nyiksaan, atau masalah-masalah
lainnya, sebaliknya mengancam
dan menguliahi mengenai “kewa-
jiban” untuk tidak melarikan diri,
mematuhi majikan, dan bekerja
keras. Kurangnya informasi me-
nyebabkan TKW lebih rentan me-
ngalami risiko eksploitasi dan pe-
nyiksaan oleh agen-agen yang ha-
nya mengejar kepentingan ekono-
mi. Misalnya, hanya beberapa
TKW yang diwawancarai di Malay-
sia yang bahkan menyadari fungsi
dan keberadaan KBRI yang dapat
membantu mereka jika mengala-
mi masalah.

Calon TKW harus mengikuti pela-
tihan sebelum berangkat, dan me-
reka tinggal di pusat-pusat pela-
tihan selama satu atau dua bulan.
Selama itu, TKW sering kali ditem-
patkan dalam ruangan yang mele-
bihi kapasitas daya tampung de-
ngan kondisi dan fasilitas yang sa-
ngat minim. Mantan TKW yang be-
kerja di Singapura dan Malaysia
menginformasikan kondisi penam-
pungan yang menyerupai penjara,
kurangnya makanan dan air ber-
sih, serta berbagai penyiksaan
verbal dan fisik yang dialami me-
reka.
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Para petugas yang bekerja untuk a-
gen sangat membatasi gerak para
calon TKW karena takut mengalami
kerugian investasi. Fasilitas yang
minim dilihat misalnya dari trans-
portasi TKW menuju pusat pelatih-
an, penyediaan makanan dan pe-
mondokan, proses pengurusan do-
kumen perjalanan, dan pemerik-
saan kesehatan. Investasi agen ha-
nya dapat kembali jika TKW telah
mendapatkan pekerjaan dan gaji.
Para petugas dan pemberi latihan
sering kali menyiksa secara verbal
maupun fisik untuk menghukum
dan untuk mendisiplinkan. Para pe-
tugas juga kerap memakai kata-ka-
ta kasar dan kotor atau melakukan
pemukulan.

c. Pelanggaran-pelanggaran di

Negara Penerima

Pelanggaran yang dilakukan oleh
majikan mencakup penyitaan pas-
por dan barang-barang pribadi ser-
ta menghalangi kebutuhan beriba-
dah. Selain itu, para TKW juga dila-
rang bepergian, berkomunikasi,
dan bersosialisasi. Teknik mengiso-
lasi TKW secara ketat dari dunia
luar bertujuan untuk mengawasi
dan mencegah mereka melarikan
diri. Hal itu diterapkan dalam ben-
tuk antara lain melarang menghu-
bungi keluarga dan teman-teman
dan merebut paspor dan dokumen-



dokumen imigrasi lain. Majikan,
agen, dan bahkan pemerintah se-
tempat sering kali membela praktik
semacam ini karena mereka harus
me-lindungi rumahnya, privasi ke-
luarga, dan karena alasan keaman-
an pribadi pekerja. Larangan be-
pergian dan berkumpul merupakan
pelanggaran hak pekerja, yang se-
cara dramatis meningkatkan ke-
cenderungan dan kerentanan eks-
ploitasi ekonomi, praktik perbudak-
an, intimidasi, pelecehan seksual,
dan bahkan pemerkosaan. TKW ju-
ga dilarang memakai telepon ru-
mah, menerima dan mengirim su-
rat, bahkan untuk sekadar berbica-
ra dengan TKW lain atau pelayan
toko. Larangan-larangan tersebut
diterapkan di bawah ancaman fisik
atau jenis hukuman lainnya.

Agen merupakan pihak pertama
yang bertanggung jawab atas prak-
tik isolasi ini. Sejak awal agen me-
nutup jalur informasi dan kontak
dengan dunia luar serta mendu-
kung larangan bepergian dan ber-
komunikasi. Agen akan menggele-
dah dan mengambil surat, uang,
alamat, atau nomor telepon yang
ditemukan dan kemudian memba-
karnya. Agen juga menganjurkan
kepada majikan agar tidak membe-
rikan waktu istirahat dan memba-
tasi komunikasi. Salah satu agen di
Singapura mengakui mendukung
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larangan PRT untuk mempunyai te-
man, karena PRT tersebut akan me-
ngobrol jika pergi ke taman ber-
main. Beberapa majikan yang
memberi hari libur disalahkan oleh
pihak agen dan menganjurkan agar
tidak terlalu memanjakan TKW.
TKW yang melanggar aturan untuk
tidak berkomunikasi dengan orang
di luar rumah akan menerima hu-
kuman keras. Bahkan, kepergian ke
toko dekat rumah saja dapat men-
jadi alasan untuk mengembalikan
TKW kepada agen.

TKW yang pernah bekerja di Arab
Saudi, Uni Emirat Arab, Malaysia,
Singapura sering kali dipulangkan
TKW secara sepihak. Ada satu ka-
sus TKW yang telah bekerja selama
dua tahun di sebuah rumah di Dam-
man, Arab Saudi. Di rumah itu ada
larangan TKW meninggalkan ru-
mah, dengan pengecualian satu
atau dua kali sebulan ketika mene-
mani majikan perempuan ke rumah
orang tuanya. Di sana TKW disuruh
bekerja selama beberapa jam dan,
jika majikannya keluar rumah, pin-
tu dikunci dari luar. Intimidasi dan
ancaman sering kali sama efektif-
nya dengan mengurung TKW di da-
lam rumah.

TKW yang tidak pernah mempunyai
kontak dengan dunia di luar rumah
majikannya mempunyai kesempat-
an sangat kecil, bahkan tidak ada,
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untuk mendapatkan pertolongan.
Kondisi ini menyebabkan beberapa
TKW berusaha melarikan diri de-
ngan cara yang berbahaya. Di Jed-
dah, kota terbesar kedua di Arab
Saudi, seorang petugas di Rumah
sakit Umum King Fahd melaporkan
bahwa dua atau tiga TKW dirawat
setiap minggu karena mengalami
patah tulang akibat upaya melari-
kan diri atau bunuh diri dari tingkat
atas rumah majikannya. Seorang
TKW yang bekerja di Singapura di-
selamatkan dari rumah majikannya
tempat dia bekerja selama dua ta-
hun tanpa pernah keluar rumah,
setelah melemparkan sebuah surat
yang meminta tolong kepada TKW
tetangga.18

d. Pelanggaran terhadap Status
Hukum
Para TKW yang mempunyai visa
kerja sementara memiliki pilihan
yang sangat terbatas untuk me-
ninggalkan kondisi kerja yang sa-
ngat menyiksa atau untuk berganti
majikan. Praktik-praktik penahan-
an paspor dan visa kerja menye-
babkan TKW tidak berdaya. Bebe-
rapa kasus mantan TKW yang be-
kerja di Singapura, Malaysia, dan

Arab Saudi merasa tidak mempu-
nyai pilihan selain menahan siksaan
yang tidak dapat ditoleransi karena
takut dipenjara atau dideportasi.'
Peraturan visa kerja yang disusun
berdasarkan rekomendasi majikan
di beberapa negara menyebabkan
meningkatnya penyiksaan. Di se-
mua negara penerima, TKW yang
melarikan diri dari majikannya,
bahkan jika alasannya menghindar-
kan diri dari penyiksaan, akan beri-
siko kehilangan status kerja legal
mereka, atau bahkan dapat dipen-
jara atau dideportasi. Pelanggaran
lain termasuk kelalaian pembayar-
an gaji, pemotongan gaji, atau pe-
mulangan paksa. Majikan di Singa-
pura, misalnya, berhak menolak
transfer selama masa kontrak bah-
kan pada akhir masa kontrak dua
tahun berakhir. Kondisi ini menye-
babkan lemahnya posisi TKW, teru-
tama jika ditambah dengan tekan-
an ekonomi untuk mengembalikan
utang atau tuntutan mengirim uang
untuk keluarga di rumah.

Malaysia yang ketat dengan pera-
turan imigrasinya, ditambah de-
ngan majikan yang merampas pas-
por, menghalangi TKW untuk men-
dapatkan pertolongan, bahkan pa-

18 Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), 2002, Statistik Kematian Buruh Migran di
Singapura, http://elsam.or.id/txt/asasi/2002_0506/08.html, diakses tanggal 30 Januari 2008.

19 Disarikan dari hasil wawancara dengan mantan TKW di Bandung, Garut, dan Indramayu, Desember

2007.
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da saat menghadapi kondisi yang
menyiksa. Majikan di Singapura,
Malaysia, dan Arab Saudi biasa me-
rampas paspor dan visa kerja. TKW
yang kabur dari majikan tanpa
membawa dokumen resmi akan
menghadapi risiko dipenjara dan
dideportasi. Rumah tahanan imi-
grasi di Malaysia sering kali mele-
bihi kapasitas, dengan kondisi di
bawah standar dan tidak tersedia
cukup makan. Jika tahanan tidak
mempunyai keluarga yang memba-
yar dan membelikan tiket pulang,
TKW dapat menghabiskan waktu
berbulan-bulan sampai Kedutaan
Besar Republik Indonesia turun ta-
ngan atau pemerintah Malaysia
melakukan deportasi.

Kebijakan imigrasi juga meng-
halangi TKW untuk menyampaikan
keluhan secara resmi mengenai
majikan dan kondisi kerja. Misal-
nya, TKW harus mendaftar dengan
“formulir khusus” untuk tinggal di
Malaysia agar dapat menyampai-
kan keluhan warga dan tindak kri-
minal yang biayanya 100 ringgit
(USD26,31) perbulan dan selama
proses itu berlangsung yang ber-
sangkutan tidak mungkin menda-
patkan majikan baru. Itu artinya se-
lama sebulan mereka terpaksa me-
nunggu tanpa pekerjaan sampai
proses investigasi dan pemeriksaan
selesai. Menghadapi masa tinggal
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e.

yang tidak pasti, ditempatkan di
tempat penampungan, tidak ber-
penghasilan, dan ingin segera kem-
bali ke negara asalnya setelah me-
ngalami pengalaman traumatis,
menyebabkan TKW umumnya eng-
gan melanjutkan proses penuntut-
an atau membatalkan kasus bah-
kan jika majikan sudah ditahan po-
lisi.

Pelanggaran Ekonomi Berupa
Pemotongan Gaji

Agen memotong gaji selama tujuh
bulan jika TKW berganti majikan,
dan akan memotong tambahan 3
bulan gaji jika berkali-kali berganti
majikan. Agen umumnya meminta
bayaran untuk perekrutan dan pe-
nempatan. Di Singapura, bayaran
yang diminta antara Sin$1400 (USD
875) dan Sin$2100 (USD1312), se-
mentara agen resmi di Indonesia
meminta bayaran USD1500. Karena
umumnya TKW tidak dapat memba-
yar ongkos perekrutan dan penem-
patan, maka TKW dengan agen
membuat perjanjian dengan me-
motong gaji beberapa bulan perta-
ma. TKW yang bekerja di Singapura
dan Malaysia umumnya mengalami
pemotongan selama 10 bulan. A-
gen-agen liar di Indonesia meminta
bayaran antara 1,5 sampai 2 juta
rupiah (USD183—244), sehingga
kebanyakan TKW meminjam uang
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dari agen atau dari keluarga, te-
man, atau rentenir dengan bunga
yang sangat tinggi. Ongkos yang
tinggi dan masa pengembalian u-
tang yang lama menyebabkan TKW
mempunyai posisi rentan. Maka
TKW bekerja di bawah tekanan be-
rat dan harus tetap bertahan di ba-
wah kondisi menyiksa, bahkan
sampai kondisi yang tidak dapat di-
toleransi. Agen juga sangat berke-
pentingan agar TKW tetap bekerja
sampai utang lunas, sehingga ja-
rang yang membantu TKW keluar
dari permasalahan dan kondisi
yang menyiksa.

TKW di Malaysia melaporkan bahwa
agen mengatakan jika utang tidak
dibayar atau jika kontrak dua tahun
tidak diselesaikan, maka mereka a-
kan didenda atau dipaksa menjadi
pelacur. Ancaman yang sering dike-
mukakan adalah TKW akan dikirim
ke Batam, lokasi yang terkenal de-
ngan prostitusi dan perdagangan
perempuan. Ancaman lain dari a-
gen adalah teman yang menunggu
penempatan tidak akan diberang-
katkan. Maka demi alasan melindu-
ngi teman, TKW tidak boleh menge-
luh.

Biaya yang diminta agen TKW Si-
ngapura juga menjadi faktor pe-
nyebab TKW bertahan di dalam
kondisi yang menyiksa. Agen sering
meminta bayaran harian untuk ma-
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kanan dan penginapan untuk masa
penantian dari satu pekerjaan ke
pekerjaan lainnya, seringkali antara
Sin$10—20 (USD6—12) permalam,
dan ongkos transfer, yang berarti
1—3 bulan gaji. Utang yang besar,
ditambah dengan kondisi lainnya
seperti bekerja di bawah paksaan,
bekerja di bawah ancaman, dan pe-
nipuan mengenai kondisi kerja, me-
ningkatkan kondisi menyerupai per-
budakan dengan lilitan utang.

f. Hak Reproduktif, Pernikahan,

dan Seksual

Hukum nasional dan kebijakan imi-
grasi di beberapa negara menghala-
ngi TKW untuk mendapatkan hak-
hak reproduktif, perkawinan, dan
seksual. TKW menghadapi diskri-
minasi terhadap kehamilan baik se-
belum berangkat maupun selama
masa bekerja. Kehamilan setelah
bekerja menghadapkan mereka pa-
da pilihan untuk menggugurkan
kandungan atau mempertahankan
pekerjaan. Aborsi sukarela, bahkan
dalam kasus perkosaan, sulit dila-
kukan, bahkan tidak mungkin, di
negara seperti Arab Saudi. Kebijak-
an imigrasi seperti di Singapura
yang menentang TKW menikah de-
ngan warga negara setempat telah
melanggar hak dan kebebasan me-
ngenai perkawinan dan untuk me-
mutuskan sendiri masalah pribadi
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mereka. Upaya mengontrol kehi-
dupan seksual dan hubungan priba-
di sering kali merefleksikan keta-
kutan bahwa TKW merupakan an-
caman sosial bagi keutuhan keluar-
ga. Mereka juga memaksakan ste-
reotipe mengenai TKW yang bersi-
fat genit yang menjadi alasan tidak
memberikan kebebasan untuk be-
pergian.

Selain itu, aturan imigrasi menun-
tut bahwa semua TKW menjalani
pemeriksaan kehamilan (seperti
halnya HIV, TBC, malaria, atau pe-
nyakit menular lainnya) sebelum
sampai di negara tujuan. TKW harus
membayar sendiri biaya pemeriksa-
an atau biaya tersebut diperhitung-
kan sebagai utang yang dipotong
dari gaji. Majikan dan agen sering
kali melakukan pemeriksaan ulang
setelah TKW tiba di negara tujuan.
TKW yang ketahuan hamil akan di-
deportasikan dan, dalam beberapa
kasus, diberi pilihan untuk menggu-
gurkan kandungan sebagai syarat
untuk tetap tinggal dan bekerja.
TKW mengatakan bahwa prosedur
dan hasil pemeriksaan jarang sekali
diinformasikan, baik secara rahasia
atau pun pemberian kesempatan
berkonsultasi pascapemeriksaan.
Dalam hal status reproduktif, kebi-
jakan imigrasi Singapura juga dis-
kriminatif terhadap TKW. TKW ha-
rus melakukan pemeriksaan kese-
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hatan setiap 6 bulan, termasuk pe-
meriksaan kehamilan dan HIV, se-
mentara TKI selain PRT melakukan
uji kesehatan hanya sekali setiap
dua tahun. Kebijakan imigrasi
mengharuskan setiap TKW yang
hamil menggugurkan kandungan
secara sukarela, kehilangan peker-
jaan, atau dideportasi. Muncul kon-
sepsi yang keliru yang tersebar luas
bahwa TKW tidak akan diizinkan
melakukan aborsi secara legal, pa-
dahal tindakan ini merupakan pro-
sedur legal di Singapura sampai
usia kandungan 24 minggu. Karena
keinginan untuk tetap bekerja, be-
berapa di antaranya melakukan
aborsi ilegal atau aborsi yang tidak
aman.

Para majikan Singapura juga perca-
ya mereka akan kehilangan Sin$
5000 (USD2,950) uang muka yang
dibayarkan jika TKW yang dipeker-
jakan hamil. Meskipun hal itu tidak
benar, kepercayaan ini menjadi
alasan melarang TKW untuk berpa-
caran dan bepergian. Cara ini mem-
perlakukan perempuan dewasa se-
perti anak-anak yang tidak dapat
mengambil keputusan sendiri me-
ngenai kehidupan pribadi mereka.
Mereka yang melanggar larangan i-
tu akan dihadapkan pada kemung-
kinan deportasi.

Dengan alasan mengurangi angka
pengangguran, kebijakan imigrasi
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Singapura juga melarang PRT meni-
kah atau berhubungan dengan war-
ga negara Singapura atau pendu-
duk tetap. The Singaporean Con-
troller of Work Permits diberikan
hak untuk menerbitkan surat pe-
ngecualian, tetapi TKW mengetahui
bahwa kemungkinan mendapatkan
pengecualian sangat kecil. Mereka
yang mendaftar untuk menikah de-
ngan warga Singapura tetapi apli-
kasinya ditolak, maka akan kehila-
ngan pekerjaan dan dipulangkan.
Aturan visa bekerja juga secara
eksplisit melarang TKW “merusak
keluarga di Singapura”.

Di Arab Saudi, TKW yang tinggal
tanpa suami akan dihukum dan di-
penjara jika hamil. Hukuman tetap
berlaku jika TKW hamil baik karena
perkosaan maupun atas dasar pilih-
an pribadi. Hubungan seksual anta-
ra pasangan yang belum menikah
dilarang oleh Syari'a dan peraturan
pemerintah Arab Saudi. Beberapa
TKW Indonesia yang melahirkan
bayi di penjara perempuan dilapor-
kan menjalani hukuman penjara
karena hamil tanpa suami. KBRI di
Riyadh mencatat sebanyak 92 TKW
dipenjara di negara kerajaan terse-
but. Hampir setengahnya ditahan
karena sedang ditemani laki-laki

yang bukan suaminya, sementara
sebanyak 16 persen dipenjara kare-
na diperkosa, hamil, atau mela-
hirkan.2

TKW yang hamil, baik karena hubu-
ngan seks bebas ataupun pemerko-
saan, tidak mungkin melakukan
aborsi di Arab Saudi karena aborsi
legal tidak dibenarkan, bahkan jika
kasusnya adalah perkosaan atau in-
cest. Selain itu, prosedur penggu-
guran diizinkan hanya untuk alasan
medis dengan definisi khusus, mi-
salnya untuk menyelamatkan nya-
wa ibu. Aborsi dalam kondisi seperti
itu, setelah masa empat bulan ke-
hamilan, hanya dapat dilakukan de-
ngan sepengetahuan tertulis suami
atau wali laki-laki.

g.Pelanggaran terhadap Kebe-

basan Beribadah

Dalam beberapa kasus, tidak ada-
nya toleransi beragama dan lara-
ngan bepergian berlanjut pada pe-
langgaran hak beribadah. Di Malay-
sia dan Singapura, TKW dilarang
pergi ke gereja jika mereka Kristen
serta menjalankan shalat atau ber-
puasa jika mereka Islam. Dalam
banyak kasus, agen adalah pihak
pertama yang melarang TKW beri-
badah dengan merebut kitab suci,

20 Laporan Human Rights Watch, lihat di: http://www.hrw.org/women/labor/html, diakses tanggal 4 Fe-

bruari2008.

JURNAL ANALISIS SOSIAL VOL 13 NO. 1 JUNI 2008

107



mukena, dan sajadah. Tidak ada-
nya toleransi terhadap perbedaan
agama di Arab Saudi juga sering ka-
li terjadi. TKW non-Islam harus me-
nyesuaikan diri dengan tidak ada-
nya rumah peribadatan untuk aga-
ma mereka, selain larangan mema-
kai simbol-simbol agama di depan
publik.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Uraian di atas menggambarkan kom-
pleksitas permasalahan yang diha-
dapi dan banyaknya pihak yang terli-
bat dalam pelanggaran. Secara garis
besar berbagai pelanggaran terjadi
karena rendahnya nilai tawar TKW ke-
tika berhadapan dengan agen, peme-
rintah, maupun majikan. Pelanggaran
juga dimungkinkan karena tidak ada-
nya perlindungan hukum dan peratur-
an antarpemerintah yang memadai.
Oleh sebab itu, untuk mengatasi per-
masalahan secara mendasar, yang
terpenting adalah adanya kemauan
politik dan tindakan-tindakan yang
konkret dan terukur, serta peningkat-
an proteksi terhadap hak-hak para
TKW. Dengan perlindungan hukum
yang memadai, para TKW yang beker-
jajauh dari rumah dan keluarganya ti-
dak menghadapi situasi “berjudi” de-
ngan nasib seperti yang selama ini
terjadi. Untuk selanjutnya, perbaikan

nasib seharusnya bukan ditentukan
semata-mata oleh kebaikan hati para
majikan, melainkan sudah diatur da-
lam mekanisme yang pasti dan yang
saling menguntungkan, baik bagi pe-
kerja, agen, majikan, maupun peme-
rintah.

Permasalahan yang dihadapi TKW ba-
gaikan puncak gunung es, mengingat
permasalahan yang sebenarnya jauh
lebih banyak dan kompleks daripada
yang terungkap di permukaan. Pe-
langgaran-pelanggaran HAM yang ke-
rap dihadapi jika mungkin dihapuskan
atau diminimalisasi agar tercipta ke-
setaraan posisi antara pekerja dan
majikan dalam hubungan yang saling
menguntungkan (simbiosis mutualis-
me). Jika berbagai aturan yang berla-
ku dapat diterapkan secara konsisten,
keberadaan para pahlawan devisa ini
dapat memberi manfaat yang besar
bagi pembangunan individu, masya-
rakat, dan negara.

Agar peran TKW dalam perekonomian
da-pat optimal, berikut ini beberapa
rekomendasi kepada pemerintah:

- Menambah lapangan kerja untuk
mengurangi jumlah pengangguran
di Provinsi Jawa Barat. Perekono-
mian lokal juga perlu ditingkatkan,
termasuk meningkatkan dan me-
ngembangkan perekonomian pede-

saan. Kesempatan memperoleh
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pendidikan juga perlu ditingkatkan
dan kesempatannya diusahakan sa-
ma rata. Jika diperlukan, ada subsi-
di penuh dari pemerintah, khusus-
nya di daerah-daerah/kabupaten-
kabupaten yang tergolong miskin,
seperti Garut Selatan, Cianjur Sela-
tan, dan Indramayu. Persyaratan
untuk menjadi TKW juga perlu di-
perketat, khususnya mengenai usia
dan pendidikan minimal SMU. Pen-
didikan dan pengetahuan yang me-
madai dapat mengurangi kemung-
kinan TKW mengalami penipuan,
sehingga migrasi berjalan berda-
sarkan informasi yang lengkap ten-
tang kondisi kerja dan TKW mem-
buat pilihan berdasarkan informasi-
informasi tersebut.

Pemerintah Daerah perlu menetap-
kan standar pemantauan sistem
perekrutan TKW, termasuk mengu-
bah kebijakan imigrasi yang me-
nyebabkan TKW berisiko tereks-
ploitasi. Karena itu perlu dipromosi-
kan kerja sama antara negara pe-
ngirim dan penerima untuk mence-
gah dan mengatasi penyelewe-
ngan. Agen-agen diwajibkan mem-
berikan pelatihan bahasa sesuai
dengan negara tujuan TKW dan
mengeluarkan sertifikat kemam-
puan bahasa sampai pada tahap
tertentu yang memungkinkan TKW
untuk berkomunikasi aktif di nega-
ra penerima.
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- Pemerintah daerah perlu menga-

mandemen Undang-undang Kete-
nagakerjaan dengan memasukkan
pasal-pasal perlindungan kepada
TKW. Selain itu, pemerintah perlu
meningkatkan berbagai upaya di-
plomasi dengan pemerintah nega-
ra-negara penerima TKW, seperti
Singapura, Malaysia, dan Saudi
Arabia. Misalnya, pemerintah Indo-
nesia meminta kepada pemerintah
Saudi Arabia untuk memberikan pe-
latihan kepada polisi tentang cara
menyelidiki kasus-kasus terkait
PRT, karena perselisihan mereka
dengan majikan sering kali terjadi
di dalam rumah pribadi dengan se-
dikit saksi.

Pemerintah daerah perlu berkoordi-
nasi dengan pemerintah pusat (De-
partemen Tenaga Kerja dan Depar-
temen Luar Negeri) untuk bernego-
siasi dengan mitra kerja dari nega-
ra-negara penerima. Topik negosia-
si adalah mengenai masalah visa
kerja yang mewajibkan adanya
sponsor dari majikan. Ketentuan ini
sangat merugikan pekerja karena
mengharuskan adanya izin majikan
untuk dapat meninggalkan negara
tersebut atau berganti majikan.
Perubahan terbaru, yang membo-
lehkan Kementerian Tenaga Kerja
Saudi mengabaikan peraturan ter-
sebut jika majikan tidak membayar
gaji pekerja selama tiga bulan, be-
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lum memadai untuk menyelesaikan
permasalahan itu. Pihak berwenang
di Saudi dan Kedutaan Besar Repu-
blik Indonesia sampai saat ini masih
menerima ribuan laporan mengenai
eksploitasi atau penganiayaan te-

banyak kasus lainnya yang tidak di-
laporkan akibat PRT terisolasi di ru-
mah majikan, pendeportasian pe-
kerja oleh majikan, serta ketidakta-
huan para pekerja migran menge-
nai hak-hak mereka.

naga kerja setiap tahunnya. Ada

%k
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